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BUPATI LUWU UTARA i
PROVINSI SULAWESI SEIaATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2016: '

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS:”F UNGSI DAN URAIAN
TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

Menimban :

Mengingat :

PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA

bahwa berdasarkan ketentuan ~pasal 39 peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
Kabupaten Luwu Utara, periu Hrhenetapkan peraturan
bupati tentahg kedudukan, susunain organisasi, tugas,
fungsi, dan uraian tugas serta tata: kerja pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1. Undang-Undang Nomor 13. ‘Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik ,rIndonesm Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826); ;.' 'g

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 549_4),{

3. Undang-Undang Nomor 23; Tahun 2014 tentang
Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indénesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhlr dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor }23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor! 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomorg,18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) |
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Menetapkan :

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah KabupatenﬁiLuwu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara }Ta.hun 2016 Nomor12

Nomor 349),
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LUWU: | UTARA TENTANG
KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS; FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA‘ KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BABI |
KETENTUAN UMUM
E i

o

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dunaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara,

2. Pemerintah Daerah adalah I'B : Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretans daerah Kabupaten
Luwu Utara; Do

5. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Luwu Utara,

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara,

7. Sekretariat adalah Sekretana%t lingkup Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pernadam rKebakaran Kabupaten
Luwu Utara; ‘

8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara;

9. Bidang adalah Bidang dalam ,lingkup Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam "Kebakaran Kabupaten
Luwu Utara, ; j

10. Kepala Bidang adalah Kepala,,Bldang dalam lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupatén Luwu Utara; ‘ :

11. Seksi adalah seksi dalam lmgkup Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara;

12. Kepala Seksi adalah Kepala Sek31 dalam lingkup Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemaciam Kebakaran Kabupaten
Luwu Utara; .

13.Sub Bagian adalah Sub Baiglan lingkup Sekretariat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu Utara; :

14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian lingkup
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Luwu Utara,
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15.

Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan
fungsional dalam lingkup Satuen Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Utara;

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2 :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
adalah wunsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. '

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dipimpin oleh  seorang ;chaia Satuan  yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerrrél?lr.

BABIIL
SUSUNAN ORGANISASI
m

Pasal 3

Susunan organisasi Satuan T’o:lié'i Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran terdiri atas: 3 ¢

a.
b.

k] ' }
Kepala Satuan '

Sekretariat terdiri atas: 3
1. Sub Bagian Uthtim dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; Lo

3. Sub Bagian Perencanaan danf Pelaporan;
Bidang Penegakan Peraturan Déerah terdiri dari :
1. Seksi Penegakan; : 'f

£ i

2. Sekst Hubungan aniar Lembaga,
3. Seksi Pengawasan; }

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari:

1. Seksi Operasi dan Pengendahan

2. Seksi Ketertiban Umum,; ‘

3. Seksi Kerjasama,; 'L _

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
1. Seksi Data, Informasi dan I}{ewaspadaan Dini;
2. Seksi Pelatihan, Penyuluha.n dan Mobilisasi;
3. Seksi Bina Potensi Perhndungan Masyarakat;
Bidang Pemadam Kebakaran terdJn dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

3. Seksi Sarana dan Prasaranasl :

Kelompok Jabatan Fungsional ;
i
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Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi sebagalmana dimaksud pasal 3
digambarkan dalam Struktur zOrgan1sa51 sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini

BABIV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Sat\._}an

PasalSr"

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a d1p1mp1n
oleh Kepala Satuan Satuan yang mempunyai tugas

memimpin, merencanakan,; : mengatur, memberi
petunjuk, meibagi tugas, mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  melaporkan

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah
di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Perlindungan  Masyarakat aserta Penanggulangan
Bencana Kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada
ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran mempunjrai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekms Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Perhndungan Masyarakat
serta Penanggulangan Bencﬁana Kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan teknjs di Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Perlmdungan Masyarakat
serta Penanggulangan Bencédna Kebakaran,

c. pelaksanaan administrasi ‘Bldang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Perhndungan Masyarakat serta
Penanggulangan Bencana Kebakaran,

d. pembinaan, pengoordmasmn pengelolaan,
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program
dan kegiatan Satuan Pohm Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran,; j 1

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  Bidang
Ketentraman dan Keteruban Umum,; Perlindungan
Masyarakat serta Penanggulangan Bencana
Kebakaran; dan % i

f. pelaksanaan fungsi kedmasan lainnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsmyag j

(3) Untuk menyelenggarakan tugas ‘dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dam ayat (2), Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan : Pemadam Kebakaran
mempunyai uraian tugas sebagal berikut:

a. Merumuskan kebijakan tekms Bidang Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;,

? .'
4- '



L2

o e ot e e ke AL o R a AT e

@

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keten-
teraman Masyarakat, Perhndungan Masyarakat serta
Penanggulangan Bencana Kebakaran

merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan
kebijakan bupati;

merumuskan Rencana Strategls (RENSTRA) dan
Rencana Kerja (RENJA) d1nas,

merumuskan  program ..dan kegiatan pada
Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah,
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat, Bidang Satpian Perlindungan dan
Bimbingan Masyarakat serta Bidang Pemadam
Kebakaran,

mengoordinasikan dan rnerumuskan LPPD, LKPJ,
SAKIP dan pelaporan lamnya sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan admlmstrasI keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya isesuai dengan ketentuan
yang berlaku; L

mengoordinasikan, mengendallkan dan mengawasi
pelaksanaan program dané kegiatan Sekretariat,
Bidang Penegakan Peraxturan Daerah, Bidang
Ketertiban Umum dan Ketent.raman masyarakat,
Bidang Satuan P\,rhndungan dan Bimbingan
Masyarakat serta Bidang Pemada.m Kebakaran;

. melaksanakan kebijakan ; penegakan perda dan

peraturan kepala daerah, ,perhndungan masyarakat
serta pencegaban dan penanggulangan bencana
kebakaran; .%

melaksanakan kcordinasi; dengan instansi terkait
dalam Bidang Penega’ﬂ{anI Perda dan Perkada,
Ketentraman dan Ketertlban Umum, Perlindungan
Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana Kebakaran, £

melaksanakan pembmaan. peningkatan  profe-
sionalisme pelaksanaan tlglgas Polisi Pamong Praja
dan Penyidik Pegawai Negen Sipil (PPNS} melalui
diklat dasar, teknis ﬁmgsmnal dan teknis
kompetensi,

. melaksanakan pembinaan. untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara
ketertiban umum dan ketentrama.n masyarakat, serta
perlindungan masyarakat ; :, -J‘

melaksanakan koordinasi gPengamanan unjuk rasa
dan kerusuhan Massa dengan Instansi terkait;

. melaksanakan koordinasi ; gpengamanan pejabat dan

orang-orang penting/ Vergu Inportant Person (VIP)
sesuai prosedur tetap oatuan Polisi Pamong Praja;

. melaksanakan koordmasu» pengamanan tempat-

tempat penting dan objek vmal milik pemerintah;

LA
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(1)

(2)

o. melaksanakan koordinasi kegiatan patroli Wilayah
dalam rangka memelihara:l Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat; !

p. melaksanakan Pembinaan dan penertiban ter-hadap
warga masyarakat, aparatur atau badan hukum
vang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah;

q. melaksanakan pengawasan: pelaksanaan penye-
lidikan dan penyidikan tcrhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran atas peraturan daerah dan Perarturan
Kepala Daerah; E -

r. melaksanakan koordinasi upaya pencengahan yang
mengarah pada kondisi ﬁterganggunya Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat

s. memberikan saran dan pef'tunbangan teknis kepada
pimpinan,; i

t. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya sesuai dengan 11ngkup tugasnya,;

u. melaksanakan pemblndan d1$1pl1n dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara d1 lingkup Dinas Satpol
dan Pemadam Kebakaran; :

v. memberi petunjuk, menilai. dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar peiaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

w. menyampaikan laporan hasﬂ pelaksanaan tugas
kepada Bupati melalui Sekretans Daerah; dan

x. melaksanakan tugas kgdmasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. o

Bagian Kedua
Sekrctari%lt ‘

Pasal 65 ‘

Sektretariat sebagaimana dlmaksud pada pasal 3 huruf
b d1p1mp1n oleh seorang Sel?‘etans mempunyai tugas
memimpin; merencanakan;;: ; mengatur; memberi
petunjuk, membagi tug'as mengoordinasikan,
melaksanakan,  mengendalikan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas Sekretarxat Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam. ; *,!

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Sekretaris mempunya_l fungsi sebagai
berikut : i '

a. Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat
Dinas Satuan Polisi Pamon’g' Praja dan Pemadam;
b. pelaksanaan program dan keglatan Sekretariat Dinas
Satuan Polisi Pamong Prajai dan Pemadam;
c. pembinaan dan pembaglan { tugas pada Sekretariat
g, g

-6-
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(3)

Dinas Satuan Polisi Pamong Pra_]a dan Pemadam;

Pengoordinasian, pengendahan dan pengawasan
pelaksanaan tugas Sekretanat Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pernadam, ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan
tugas Sekretariat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam; dan ;’ =

pelaksanaan fung31 kedmasﬁan lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas; da.n fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris
mempunyai uraian tugas sebagal ‘berikut :

a.

Melaksanakan penyusunan kebijakan  teknis
administrasi kepegawalan,g admmlstra31 keuangan,
perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;

mengkoordinasikan penyusuna.n Rencana Strategis
(RENSTRA} dan Rencana Kc;r_]a (RENJA) dinas;

mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan  tugas Sub, z,LBag1an Umum dan
Kepegawaian, Sub Baglan Keuangan serta Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan,

mengoordinasikan setiap bldang dalam perumusan
dan penyusunan LPPD, LKPJ SAKIP dan pelaporan
lainnya sesuai bidang tugasnya,

merumuskan program dan kegiatan lingkup
sekretariat; \

menyelenggarakan admimstram keuangan dan aset
daerah di lingkup dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemedam Kebakaran ;sesuaJ dengan ketentuan
yang berlaku; v

mengoordinasikan, mengharnpun, menganalisa dan
mengevaluasi program danipelaporan dinas;

mengoordinasikan per%yelenggaraan urusan
ketatausahaan pada dinas;;

mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan
(ANJAB), Analisa hcbutuhan Pegawa1 (ABK), Evaluasi
Jabatan (EVJAB) dan Standar Kompetensi Jabatan
(SKJ) lingkup dinas; ;‘ .E

melaksanakan dan mengelola administrasi
kepegawaian lingkup d dlnas,a

melaksanakan analisa *kebutuhan, meinelihara,
mendayagunakan serta mqndlsmbu81kan sarana dan
prasarana di lingkup dinas:;

E
mengelola administrasi é* ; dan penatausahaan

keuangan dinas; ¢ fs

. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada

atasan; %» i
melaksanakan pembmaan ¢d181p11n aparatur sipil
negara lingkup dinas; ‘;;. [
melaksanakan pcmbmaaxi d151p11n dan pembagian

-7- :
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(1)

(2)

(3)

tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sekretariat
Satuan Polisi Pamong Praja ¢ dan Pemadan Kebakaran;

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dan ;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. N

Pasal 7 .

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf b angka 1 dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian mempunyau tugas pokok

memimpin, merencanakan, ;i ; mengatur, mermberi
petunjuk, membagi tug'a's-,é mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendallkan dan melaporkan

mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian
umum dan kepegawaian. i

Untuk menyelenggarakan tuga:s;,:isebagaimana dimaksud

pada ayat (1); Kepala Sugf Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungs}‘sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan Sub! Bagian Umum dan
Kepegawaian; i

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; o ‘

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawain;  {.

d. pengoordinasian, pengendahan pengawasan
kegiatan Sub Bagian Umum idan Kepegawain;

e. pelaksanaan evaluasi dan¥.pelaporan kegiatan Sub
Bagian Umumnm dan Kepegawam dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2); Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunya1 uraian tugas
sebagai berikut :

1

a. Merencanakan kegiatan oub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,;

¢. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Subl Bagian Umum dan
Kepegawaian, v

d. mengatur pelaksanaan gadmlmstraa persuratan
sesuai dengan ketentuan- Tata Naskah Dinas (TND)
yang berlaku;

e. menyusun kebutuhan pega.wal melalui pemetaan dan
pelaksanaan analisis Jabatan (Anjab) dan analisis
beban kerja (ABK) lingkup dinas;

f. melaksanakan penyusunarél ‘evaluasi jabatan (evjab)
dan standar kompeten51 Jabatan {SKJ) lingkup dinas;

8-
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(2)

(3)

g. mendistribusikan dan memelihara sarana dan
prasarana di lingkungan dinas;
h. melaksanakan tugas kehumasan dann protokoler

dinas; .

i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di
lingkup Dinas; o

j. melaksanakan penyusunan: Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP);

k. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. mempelajari, memahamla . dan melaksanakan
peraturan dan perundang;undangan yang berlaku
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

m. memberikan saran dan pemmbangan teknis kepada
atasan; o

n. melaksanakan pembinaan ; chs1p11n dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara;di lingkup Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; ‘" -_’,

0. memberi petunjuk, menllaJ dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan;

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dan~

q. melaksanakan tugas kedmasa lainnya yang diberikan
olch atasan.

Pasal 8 | -

g f

Sub Bagiani Keuangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 huruf b angka 3 dipirh'p‘in oleh seorang Kepala
Sub Bagian mempunyal tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordinasikan, melaksanakan mengendalikan
dan melaporkan penyelenggaraan tugas Subbagian
Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Baglan Keuangan mempunyai
fungsi sebagai berikut:

Pefencanaan kegiatan Sﬁb;Bégiéfl Keuangan:

a.

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Sub bagian
Keuangan, ;

d. pengoordinasian, pengendahan, pengawasan
program dan keglatan hngkup Sub Bagian
Keuangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Keuangan; dan i

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugassdan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tﬁugas sebagai berikut:

9.
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(1)

(2)

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
melaksanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

c. mengoordinasikan dan ‘mengendalikan pelak-
sanaan urusan keuangan;

d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawast
pelaksanaan tugas urusan l;;ﬁuangan;

é. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
jasa; Y

f. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS gaji dan tunjangan'PNS serta penghasilan

lainnya;
g. melakukan verifikasi SPJ;
h. menyiapkan dan meneliti SPM;
i, melakukan verifikasi harianatas penerimaan;
j. mengelola administrasi perjia,iénan dinas;

k. menyusun segala bentuk geligtpo_ran keuangan sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku; S

. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan
pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap;

m. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi
keuangan berbasis akrual, dilingkup dinas sesuai
dengan peraturan dan pk_e‘r}.lndang—undangan yang
berlaku; -

n. memberikan saran dan pel;'gtii_mbangan teknis kepada
atasan,; a

o. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bagian
Keuangan, P

p. memberi petunjuk, menilai /dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; £

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atas;a;;; dan

r- melaksanakan tugas k;ec}inasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. i1

Pasal 9, 5

Sub Bagian Perencanaan dan ;Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 hurufib angka 2 dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas

memimpin, merencanakan,;, | mengatur, memberi
petunjuk, membagi tug.e_g;s, mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendalikan dan  melaporkan

penyelenggaraan tugas Sub }gB?gian Perencanaan dan
Pelaporan. o

Untuk menyelenggarakan tug}gs: sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub ??aglan Perencanaan dan
Pelaporan menyelenggarakan %@gsi sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan Sulg)Baglan Perencanaan dan
Pelapoeran; i

mi
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(3)

pelaksanaan kegiatan Sub ;Bagmn Perencanaan dan
Pelaporan; .

pembinaan dan pembagian‘”tlugas pada Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan; !

pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

pelaksanaan evaluasi dan l1:$elatporan kegiatan Sub
Bagian Perencanaan dan Pegaporan dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan furigsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan aya’s 2); Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan mempunyal uraian tugas
sebagai berikut :

a.

b.

merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
dan Pelaporan,; ) i

melaksanakan kegiatan Sub Baglan Perencanaan dan
Pelaporan,; i ‘[
mengoordinasikan dan mengendahkan pelaksanaan
kegiatan  Sub Baglan’ T Perencanaan dan
Pelaporan; ; i

menghimpun, menyiapkan mengeordinasikan,
memfasilitasi dan meny}lsun rencana strategis
(RENSTRA) dan rencana kteE. (RENJA) dinas;

menyiapkan, mengoordmam_kan memfasilitasi bahan
Penyusunan LPPD, LKPJ; 1i}

meyiapkan, mengoordlnasflkan memfasilitasi dan
menyusun SAKIP dan sq:gala bentuk pelaporan
lainnya lingkup dinas; L
menghimpun, mensmkromsasman dan menyusun
perencanaan program dan Ilgeglatan serta anggaran
dari masing-masing bidang; { !
menghimpun dan menyusrun rencana kegiatan
anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dari setiap bidang; *
menghimpun dan menganahsa bahan pelaporan dari
setiap bidang; E :'

menghimpun dan mPngamlasa data capaian realisasi
fisik dan anggaran dari set1ap bidang;

memberikan saran dan pert.unbangan teknis kepada
atasan; i

melaksanakan pembmaan dlSlphn dan Pembagian
tugas Aparatur Sipil Negarm di lingkup Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan )

membagi tugas, memben. petunjuk menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan,

menyampaikan laporan pgﬂlaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan, dan

melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. : g
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Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10:

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf.c¢ dipimpin oleh seorang
Kepala  Bidang mcmpunyal tugas memimpin;
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordinasikan, mela};§anakan, mengendalikan
dan melaporkan penyclenggaraan tugas Bidang
Penegakan Peraturan Daerah. |

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala B1dang Penegakan Peraturan
Daerah mempunyai fungsi sebz?gal berikut:

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Daera}l";

b. pelaksanaan program ‘dan kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Daerah,

c. pembinaan dan pembagiéln tugas pada Bidang

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

d. pengoordinasian, pengcndallan, pengawasan
program dan kegiatan lingkup Bidang Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan Bidang Penegakan{Peraturan Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan 2), Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Daerahimempunyau uraian tugas
sebagal berikut : o

a. Merencanakan program' dan kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Daerah

b. melaksanakan program ;. dan kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Daerah

c. mélaksanakan pembmaan dan péngawasan
pelaksanaan tugas aparatt.lr pada Bidang Penegakan
Peraturan Daerah; , i

d. mengoordinasikan, menger'dallkan dan mengawasi
pelaksanaan  program sdan kegiatan  Bidang
Penegakan Peraturan Daerah

e. melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah

f. melaksanakan penertlban Non Yustisial ({Tindakan
Peringatan dan Penghentlan sementara) terhadap
warga masyarakat dan/ atau badan hukum yang
melanggar peraturan daerah dan peraturan Bupati;

g. melaksanakan pro yustlce, (tindak pidana ringanj
terhadap warga masyarakatf dan atau badan hukum
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(1)

(2)

(3)

yang melanggar peraturan. daerah dan peraturan
Bupati.- oL
h. melaksanakan penyuluhan peraturan daerah dan

peraturan Bupati kepada rnasyarakat dan atau badan
hukum; Hh

i. melaksanakan tindak penyehdxkan dan penyidikan
terhadap warga masyarakatildan atau badan hukum
yang melanggar peraturan daerah dan peraturan
Bupati;

j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan

instansi lainnya di bldangf‘ penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala. daerah;

k. melaksanakan pengawasan da.lam rangka penegakan
Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;

1. memberikan saran dan perhmbangan teknis kepada
atasan,; ; !

m. melaksanakan pemblnaa.n dlslphn dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang
Penegakan Peraturan Daerah

n. meémberi pétunjuk, memlau dan mengevaliiasi hasil
kerja bawahan; ‘ 4

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dan! [

p. melaksanakan tugas qumasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. 1"

Pasal 1 1

Seksi Penegakan sebagalmana dunaksud pada pasal 3
huruf c angka 1 dipimpin oleh fkepala seksi mempunyai
tugas memimpin, merencanakan mengatur, memberi
petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas Seksi Penegakan

Untuk menyelenggarakan tugas Sebagaunana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Penegakan mempunyai fungsi
sebagai berikut: l.. ;
a. Perencanaan kegiatan Sek;%il"iPenegakan;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi%Penegakan;

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi
Penégakaii; % A

d. pengoordinasian, pengendallan pengawasan
kegiatan Seksi Penegakan, I[

e. pelaksanaan evaluasi dangpelaporan kegiatan Seksi
Penegakan; dan i 4

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

dimaksud pada ayat (1) darrl ayat (2) Kepala Sek51
Penegakan mempunyai uralanitugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sek31 Penegakan,
‘ J

3
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melaksanakan kegiatan Seksi Penegakan;

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi

pelaksanaan kegiatan SeksiiPenegakan,

melaksanakan perumusani bahan pemetaan kasus

pro yustice (tindak pldana ringan) dalam

penyelenggaraan penegakan peraturan daerah,
‘l T

peraturan kepala daerah : ' ¢

merumuskan dan melaksanakan Penyelidikan dan
penyidikan temuan kasu° pelanggaram peraturan
daerah dan peraturan kepa]a daerah;

menyiapkan bahan koordmaSI dan kerjasama dengan
Instansi terkait bidang penyelidlkan dan penyidikan;
melaksanakan Penyelidikan, terhadap obyek/ oknum
pelanggar peraturan daerah dan perkada

melaksanakan Peny1d1kan terhadap obyek/oknum
pelanggar Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

. melaksanakan pemanggllan interogasi dan

pemeriksaan Berita Acara ;Pemeriksaan terhadap
obyek/oknum pelanggar perda dan perkada

melaksanakan penmdaka.‘n ditempat kejadian
pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;

melaksanakan pengamanan barang bukti dan
menginventarisast barang! bukti oknum/badan/
lembaga yang melanggar perda dan perkada;

meneliti identitas pelanggar Perda dan Peraturan
Pelaksanaan lainnya. dengan cara mengidentifikasi
kartu identitas (KTP,SIM dan Identitas Lainj;

melaksanakan wawancara/; mterv1ew kepada oknum/
badan/ lembaga yang mepgarah pada pelanggaran
Perda dan Peratutan Pelaksanaan lainnya;

. melaksanakan pemberkasaan hasil pemeriksaan

a."l

berita acara pemeriksaan;

. membuat surat pengantar pehgiriman berkas perkara

kepada ketua pengadllannnegen dan atau kepala
kejaksaan negeri melaldi ikepala kepolisian sesuial
dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan

yang berlaku; i

memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan
penindakan atas pelanggaran Perda dan Peraturan
Pelaksanaan lainnya; g : ;;

menerima dan mencatat laporan yang diberikan dari
setiap orang atau petugas zterhadap adanya kejadian

pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
melaksanakan Invetarlsashgdan rekrument PPNS di
setiap Satuan Perangkat Daerah, Provinsi/
kabupaten/ kota. i

mengelolah manajemen kesekretanatan PPNS;
memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan,; _!:

melaksanakan pembmaan d1s1p11n dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Nfg&t& di lingkup Seksi

S
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(2)

(3)

Penegalkan;

u. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan;

v. menyampaikan laporan pelg.kganaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dan.

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. o

Pasal 12

Seksi Hubungan antar Lembaga ;sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 huruf c angka 2 dlplmpm oleh kepala seksi
mempunyai tugas memimpin; merencanakan mengatur;
memberi petunjuk, membagi tugas mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas Seksi Hubungan antar Lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga
mempunyai fungsi sebagai benkut

a. Perencanaan kegiatan Sekm Hubungan antar
Lembaga; 1

b. pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan antar
Lembaga; SRRREN

c. pembinaan dan pembagmn tugas pada Seksi
Hubungan antar Lembaga; i’ :

d. pengoordinasian, pengendaliain, pengawasan kegiatan
Seksi Hubungan antar Lcmbaga

e. pelaksanaan evaluast danipelaporan kegiatan Seksi
Hubungan antar Lembaga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fuingsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan “ayat (2), Kepala Seksi
Hubungan antar Lembaga mempunyau uraian tugas
sebagai berikut : B

a. Merencanakan kegiatan Seksi Hubungan antar
Lembaga;

b. melaksanakan kegiatan ; Seks1 Hubungan antar
Lembaga;

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sek31 Hubungan antar
Lembaga; i

d. melaksanakan kerjasamagbantuan hukum dengan
Instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepalakdaerah

e. melakukan koordinasi dan kerja sama instansi
terkait dalam rangka;g pembuatan rancangan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

f. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan, '
g. melaksanakan pembinaan __g:lisiplin dan pembagian

3
A
v
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(1)

(2)

(3)

tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Hubungan antar Lembaga; !

h. memberi petunjuk, menilai. dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan,; )

i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dani-f

j. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada pasal 3
huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala seksi mempunyai
tugas memimpin, merencanakan mengatur, memberi
petunjuk, membagi tugas mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas penyelenggaraan tugas seksi
Pengawasan. o
Untuk menyelenggarakan tugasasebagaamana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksu: Pengawasan mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan Sek31 Pengawasan
b. pelaksanaan kegiatan Seksn Pengawasan

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi
Pengawasan;

d. pengoordinasian, pengenda.han pengawasan
kegiatan Seksi Pengawasan, )

e. pelaksanaan evaluasi dangpelaporan kegiatan Seksi
Pengawasan; dan ‘;. -,

f. pelaksanaan fungsi lain y%ng diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugds dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) danH ayat (2), Kepala Seksi
Pengawasan mempunyai urma{} fugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan;
b. melaksanakan kegiatan Seksu Pengawasan,;

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sekm Pengawasan

d. melaksanakan pengawasan dalam rangka penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

e. melaksanakan mventansasf pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan: kepala daerah;

f. melaksanakan koordlnasm‘dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan; pengawasan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah;

g. memberikan saran dan pertlmbanga_n teknis kepada
atasan; &f

h. melaksanakan pemblnaanmdlslphn dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Pengawasan,; ,f ﬂ



(1)

(3)

i. memberi petunjuk, menilai.dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; 5 '-'.

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/

atau kegiatan kepada atasan .dan

g. melaksanakan tugas kcgc}pasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. )

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Pasal 14«

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrama.n sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf {d dipimpin oleh seorang
Kepala  Bidang mernpunyal tugas  memimpin,
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordinasikan, melaks:anakan mengendalikai
dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman

Untuk menyelenggarakan tugas 'sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bldang Ketertiban Umum dan
Ketentraman mempunyai fungm, sebagm berikut:

a. Perencanaan  program dan kegiatan  Bidang
Ketertiban Umum dan Ketept,raman,

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman

c. pembinaan dan pembagla.n tugas pada Bidang
Ketertiban Umum dan Ketemraman

d. pengoordinasian, peng'endalian pengawasan
program dan kegiatan hngk‘up Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman; |-~

e. pelaksanaan evaluasi danl pelaporan program dan
kegiatan Bidang Ketertxban Umum dan Ketentraman,

dan |

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas ‘dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala B1dang
Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai uraian
tugas sebagai berikut : g; ;

a. Merencanakan program | dan kegiatan Bidang
Ketertiban Umum dan Keté%itraman;

b. melaksanakan program {idan kegiatan Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman

c. melaksanakan pemblnaan dan pengawasan
pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Ketertiban

k3

Umum dan Ketentraman; ; !

d. mengoordinasikan, mengendalikan den mengawasi
pelaksanaan program danikeglatan Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman; ;. A

SR N
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(1)

(2)

(3)

b. pelaksanaan  kegiatan

e. melaksanakan perumusan,kebijakan dan petunjuk

pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat

f. melaksanakan penyusunan, pedoman petunjuk

teknis dan pelaksanaan ] operasi penertiban,
pengamanan protokoler dan ;tempat-tempat penting
lainnya; ;

g. melaksanakan koordinsi dalam pelaksanaan operasi,

pengendalian dan ketertlbansumum serta kerja sama
dengan instansi terkait; !

h. memberikan saran dan pertunbangan teknis kepada

atasan,

i. melaksanakan pemblnaan dlSlplln dan pembagian

tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman

j. memberi petunjuk, menlla.l dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan; Co

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau

kegiatan kepada atasan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan. i
Pasal 15,

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 huruf d angka; 1 dlpunpm oleh kepala
seksi mempunyai tugas mermmpm merencanakan,
mengatur, memberi petun_]uk membagi tugas,
mengoordinasikan, melaksana.kan mengendalikan dan
melaporkan penyelenggaraan ;tugas Seksi Operasi dan
Pengendalian. i E

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Operas1 dan Pengendalian
mempunyai fungsi sebagai benkut

a. Perencanaan kegiatan ;
Pengendalian;

Seks1 Operasi dan

S ksi Operasi dan

b s s-.-am-'

Pengendalian; i

¢. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi Operasi
dan Pengendalian; vl

d. pengoordinasian, pengendahan pengawasan
kegiatan Seksi Operasi dan ,Pengendahan

e. pelaksanaan evaluasi’ dan} pelaporan kegiatan Seksi
Operasi dan Pengendahan,idan

f. pelaksanaan fungsi lain ya;ng diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas*dan fungsi sebagaimana.
dimaksud pada ayat (1) danuayat (2) Kepala Seksi
Operasi dan Pengendalian mempunyal uraian tugas
sebagai berikut : Y

B i
o

'y i
i
!" i
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(1)

(2)

a. Merencanakan  kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian; ,
b. melaksanakan kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian; -

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan  kegiatan .'Seksi Operasi dan
Pengendalian;

d. menyusun petun_}uk teknis dan prosedur tetap
pengendalian operasi di B1dang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat

e. melaksanakan pcngatura.n | tugas pengendalian
pengamanan, pengawalan i{dan patroli baik secara
terbuka maupun tertutup di lingkup kerja
penmerintah kabupaten luwu natara;

f. melaksanakan koordinasi dan dengan Instansi terkait
dalam rangka pengendallan unJuk rasa (massayj;

g. melaksanakan pengamanan Tempat—tempat penting
dan Obyek Vital; ;

h. memberikan saran dan pelg'giglbangan teknis kepada
atasan; P ]
i. melaksanakan pembinaan: d131p11n dan pembagian

tugas Aparatur Sipil Negara, d1 lingkup Seksi Operasi
dan Pengendalian;

j. memberi petunjuk, menilai. dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; '

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasa.n, dan

1. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. :

Pasal 16 .

pasal 3 huruf d angka 2 dlpunpm oleh Kepala Secksi
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur,
memberi petunjuk, membagi pxgas mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas seksi Kétertiban Umum.

Untuk menyelenggarakan tugés sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seks1 Ketertiban Umum
mempunyai fungsi sebagai benkut

a. Perencanaan kegiatan Sek81 Ketertiban Umum,;

b. pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum;

c. pembinaan dan pembaélan tugas pada Seksi
Ketertiban Umum; .; ;

d. pengoordinasian, peng"qualian, pengawasan
kegiatan Seksi Ketertiban Umum;

e. pelaksanaan évaliiasi dan: pelaporan kegiatan Seksi
Ketertiban Umum; dan =+ |

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

]
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(1)

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas, dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); Kepala Seksi

ketertiban umum mempunyal- ': uraian tugas sebagai
berikut : o

a. Merencanakan kegiatan SekS1 Ketertiban Umum;
b. melaksanakan kegiatan SCkSl Ketertiban Umum;

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Seksz Ketertlban Umum;

d. melaksanakan penertlban asset-asset pemerintah
daerah; ;

e. melaksanakan penyegelan obyek (bangunan/ tempat)
yang melanggar perda dan perkada

f. melaksanakan perintah ekseku31 terhadap obyek
(bangunan/tempat) yang , ) melanggar perda dan
perkada; ‘

g. melaksanakan pencengahan gangguan Kenya-manan
masyarakat; ;

h. melaksanakan koordma31 antar lembaga
pemerintahan dan lainnya | dalam rangka membantu
penertiban IZIN pengelolaan kekayaan daerah,
tempat usaha maupun tempat industry;

i. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan,;

j. melaksanakan pembinaan;disiplin dan pembagian

tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Ketertiban Umum;

k. memberi petunjuk, mcnﬂau dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; i i

1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan, dan

m. melaksanakan tugas kedmasan lainnya vyang
diberikan oleh atasan. i

Pasal 17

Seksi Kerjasama, sebagalmana dunaksud pada pasal 3
huruf d angka 3 dipimpin oleh; Kepala Seksi mempunyai
tugas memimpin, mcrencana}can mengatur, memberi
petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendalikan dan  melaporkan
penyelenggaraan tugas seksi K?rjasama-.

Untuk menyelenggarakan tugas'sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Kcr_]asama mempunyai fungsi
sebagai berikut: i

a. Perencanaan kegiatan Sekg@,‘}{erjasama;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi jKerjasama;

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi

Kerjasama,; ‘ i
d. pengoordinasian, pengendahan, pengawasan

kegiatan Seksi Kenasama

i
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e. pelaksanaan evalua51 dan pelaporan kegiatan Seksi
Kerjasama; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan.ayat (2), Kepala Seksi
kerjasama mempurnyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sel%Sf Kerjasama,;
b. melaksanakan kegiatan Seksi Kerjasama;

c. mengoordinasikan, mengendallkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Ke:jasama

d. menyusun program dan pedoman kerjasama antar
aparat TNI/POLRI/kej aksanaan

e. melaksanakan kerjasama/ koordmam dengan Instansi
terkait dan Pernermta.h setempat dalam
penyelenggaraan ketertlban umum dan ketenteraman

vl

masyarakat; .

f. melaksanakan kerjasama patroh wilayah gabungan
dengan TNI/POLRI dalam rangka pengamanan obyek
vital/VVIP/VIP Pemerintah IBaerah

g. melaksanakan koordmasu dan kerjasama dengan
pemerintah  setempat dalarn penyelenggaraan
peringatan hari-hari besar.. !

h. melaksanakan koordinasi.. penyelenggaraan peng-
amanan pemilu dan pemilukada;

i. melaksanakan Monitoring f)émﬂu dan pemilukada,;

j. memberikan saran dan permmbangan teknis kepada
atasan, :

k. melaksanakan pembinaan. disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Kerjasama; {

. memberi petunjuk, men11a1 dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; Do

oy

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada .itaqan, dan

n. melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. i
Bagian Kehma
Bidang Satuan Perlmdungan dan Blmbmgan Masyarakat

Pasal 18

(1) Bidang Satuan Perlindungan dan Blmbmgan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada; pasal 3 huruf e d1p1rnp1n
oleh seorang Kepala Bldang mempunyai tugas
memimpin, rnerencanakanﬂ _ mengatur, memberi
petunjuk, membagi mgas mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendahkan dan  hielaporkan
penyelenggaraan tugas bldang Satuan Perlindungan dan
Bimbingan Masyarakat. i i

L
P
1
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas. sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); Kepala Bidang Satuan Perlindungan dan

Bimbingan Masyarakat mempunya1 fungsi sebagai
berikut:

a. Perencanaan program dan keglatan Bidang Satuan

(3)

b.

Perlindungan dan B1mb1ngan Masyarakat;

pelaksanaan program dan ﬁkeglatan Bidang Satuan
Perlindungan dan Blrnbmgan Masyarakat

pembinaan dan pembaglanr tugas pada Bidang
Satuan Perlindungan dan Bunblngan Masyarakat;

pengoordinasian, pengendahan, pengawasan
program dan kegiatan lpmgkup Bidang Satuan
Perlindungan dan B1mb1ngan Masyarakat

pelaksanaan evaluasi danj ,pelaporan program dan
kegiatan Bidang Satuanr Perlindungan dan
Bimbingan Masyarakat; dan ¢

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fu?gsmya

Untuk menyelenggarakan tugas] dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Bidang Satuan
Perlindungan dan Blrnbmgang‘Masyarakat mempunyai
uraian tugas sebagai berikut : I’

a.

b.

Merencanakan program danikegiatan Bidang Satuan
Perlindungan dan Bnnbmgan Masyarakat

melaksanakan program dan]ikeglatan Bidang Satuan
Perlindungan dan B1mb1ng315'1 Masyarakat;

melaksanakan pembmasml dan pengawasan
pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Satuan
Perlindungan dan B1mb1ngan Masyarakat;

mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan program dan}kegxatan Bidang Satuan
Perlindungan dan Blrnbmgan Masyarakat;
melaksanakan pengelolaaﬁ% Data dan informasi
terkait perlindungan dan bm!lbmgan masyarakat;

melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini, bina
potensi dan perlindungan masyarakat

melaksanakan Pelatihan, penyuluhan dan mobilisasi
dalam rangka penmgkatan kualitas perlindungan
dan bimbingan masyarakat H

melaksanakan kegiatan mtele_]en, pelatihan personil
Satpol PP, PPNS dan Pemadam Kebakaran.
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan; §' ]

melaksanakan pembinaan;, disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negaraidl lingkup Bidang Satuan
Perlindungan dan Blmbmgan Masyarakat;

memberi petunjuk, memlau dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; g;- i

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan; dan}

w: i
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(1)

(2)

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. "}

Pasal 19

Seksi Data, Informasi dan Kewaspadaan Dini
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e angka 1
dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyau tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordinasikan, melaksanakan mengendalikan
dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Data,
Informasi dan Kewaspadaan Du}ix i

Untuk menyelenggarakan tugaggi Fse:bagaumana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sel«:smr Data, Informasi dan
Kewaspadaan Dini mempunyai fungs1 sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan Sck31 Data, Informasi dan
Kewaspadaan Dini; : .!

b. pelaksanaan kegiatan Seksn Data, Informsasi dan
Kewaspadaan Dini; ;,

c. pembinaan dan pembaglan: tugas pada Seksi Data,
Informasi dan Kewaspadaan \Dlm

d. pengoordinasian, pengendallan, pengawasan
kegiatan Seksi Data, Informam dan Kewaspadaan

Dini; ;‘f ;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Data, Informasi dan Kewaspadaan Dini; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Data,
Informasi dan Kewaspadaan Dml mempunyai uraian
tugas sebagai berikut : ,1;'-_.-

ad. Mereticahakan kegiatan Sek51 Datd, Informasi dan
Kewaspadaan Dini; g‘ I

b. melaksanakan kegiatan Sek81 Data Informasi dan
Kewaspadaan Dini; § :

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sek§1 Data; Informasi dan
Kewaspadaan Dini; 5

i 4.

d. melaksanakan pengumpulan data dan informasi
terkait pelanggaran peratuf'an daerah dan peraturan
Bupati; it

e. melaksanakan koerdinasi gpengelolaan data sistem
informasi perlindungan masyarakat dalam rangka
penanggulangan bencana kebakaran

f. melaksanakan  kesiap- 31agaan dalam  rangka
kewaspadaan dini terkait p;rhndungan masyarakat;

g. menyediakan alat perangkat ;dan sarana pendukung
data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;

h. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan,; fi

1
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i. melaksanakan pembinaan. disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negaraidi lingkup Seksi Data,
Informasi dan Kewaspadaan Dini;

j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan; ,

k. menyampaikan laporan pel'aksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan; dan

. melaksanakan tuga kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Seksi Pelatihan, Penyuluhan dan Mobilisasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 hurufte angka 2 d1p1mpm oleh
Kepala Seksi mempunydi * tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordinasikan, melaksanakan mengendalikan
dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pelatihan;
Penyuluhan dan Mobilisasi 31, '

Untuk menyelenggarakan tugas Sebaga_lrnana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Pelatlhan Penyuluhan dan
Mobilisasi mempunyai fungsi sebaga1 berikut:

a. Péréncathaani keégiatan Seksr Pelatihaii, Penjuiliihai
dan Mobilisasi;

b. pelaksanaan kegiatan Sek31 Pelatihan, Penyuluhan
dan Mobilisasi; : 1

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi
Pelat1han, Penyuluhan dan ;Moblhsam,

d. pengoordinasian, pengendaha.n pengawasarn
kegiatan Seksi Pelatihan, PépYuluhm dan Mobilisasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pelatihan, Penyuluhan dan! MObl].lSEI.Sl, dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungst sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, Kepala Seksi
Pelatihan, Penyuluhan dan Moblhsa31 mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan, Penyuluhan
dan Mobilisasi i

b. melaksanakan kegiatan SCkSl Pelatihan, Penyuluhan
dan Mobilisasi;

c. mengoordinasikan, mengendallkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sek81 Pelatihan, Penyuluhan
dan Mobilisasi; Pt

d. melaksanakan Sosialisasi ketahanan dan keamanan
sipil; Py

c. melaksanakan Pelatihan;, ., Pengkaderan relawan
penanggulangan bencana dan konflik;

f. melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan masyarakat
sipil di daerah dalam ra.nglgg Fbcla Negara;
&,
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(1)

(2)

(3)

g. melaksanakan kegiatan moblhsa31 relawan terkait
upaya penanggulangan bencana dan konflik;

h. memberikan saran dan perﬁmbangan teknis kepada
atasan, '

i. melaksanakan pembinaan 4disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Pelatihan; Penyuluhan dan Mobﬂlsam

j- memberi petunjuk, memlalgxdan mengevaluasi hasil
kerja bawahan,; Y

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan dan

1. melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. 5 ,u;

Pasal 21 1‘

Seksi Bina  Potensi Perhndungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e angka 3
dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyal tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, memben petunjuk, membagi
tugas, mengoordmamkan, melakbanakan mengendalikan
dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Bina
Potensi Perlindungan Masyarakat'

Untuk menyelenggarakan tugas sebagannana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Bma Potensi Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungs1 sebaga1 berikut:

a. Perencanaan kegiatan * Sek51 Bina  Potensi
Perlindungan Masyarakat; ‘,' :
b. pelaksanaan  kegiatan %:
Perlindungan Masyarakat; !

¢. pembinaan dan pembaglan)tugas pada Seksi Bina
Potensi Perlindungan Masyarakat

d. pengoordinasian, pengqr}c;lahan, pengawasan
kegiatan  Seksi Bina H:Potensi Perlindungan
Masyarakat; ﬁ

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Bina Potensi Perlindungan Masyarakat dan

B
f. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

eksi Bina Potensi

Untuk menyelenggarakan tugaizdan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Bina
Potensi Perlindungan 1 \/Iasyarakat mempunyal uraian
tugas sebagai berikut : c !

a. Merencanakan kegiatan ; Sek51 Bina Potensi
Perlindungan Masyarakat; i’

b. melaksanakan kegiatan {: ‘Seksi Bina  Potensi
Perlindungan Masyarakat; *.5 ;

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan  kegiatan E f ?eks: Bina  Potensi
Perlindungan Masyarakat; E; f

P

Bl T
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(1)

(2)

d. melaksanakan koordinasi idengan instansi lainnya
dalam penanggulangan pray'pasca bencana;

melaksanakan penanggulangan bencana di daerah;

f. melaksanakan pemblnaan forum-forum
kemasyarakatan terkauts ‘antisipasi  gangguan
terhadap ketertiban masyarakat

g. melaksanakan 1nventansa51‘ dan pengolahan data
lembaga/forum kemasyarakatan di daerah;

h. memberikan saran dan pertxmbangan teknis kepada
atasan;

i. melaksanakan pembinaan, disiplin dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara: di lingkup Seksi Bina
Potensi Perlindungan Masyarakatp,

j- memberi petunjuk, men11a1 dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; ;

k. menyampaikan laporan pela_ksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan; dan

l. melaksanakan tugas kéginasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. e
Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

~P

Pasal 22

Bidang Pemadam Kebakaran' sebagalmana dimaksud
pada pasal 3 huruf f d1p1mp1n oleh seorang Kepala
Bidang mempunyai tugas mermmpm merencanakan,
mengatur, memberi petunjuk membagi  tugas,
mengoordinasikan, rnelaksanakan mengendalikan dan
melaporkan penyelenggaraan | g tugas Bidang Pemadam
Kebakaran. i ,

Untuk menyelenggarakan tugas;sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bldang Pemadam Kebakaran
mempunyai fungsi sebagai benkut

a. Perencanaan  program i;d;an kegiatan Bidang
Pemadam Kebakaran; . o

b. pelaksanaan pregram dan keglatan Bidang Pemadam
Kebakaran; i

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Bidang
Pemadam Kebakaran; Ef !

d. pengoordinasian, pengendahan pengawasan
program dan kegiatan hngkup Bidang Pemadam
Kebakaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan: pelaporan program dan
kegiatan Bidang Pemadam /| ;Kebakaran dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fl.ﬁlngsmya

(3) Uintuk menyelenggarakan tugds dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran mempunyai uralangg.}gas sebagai berikut :

LI
[
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(1)

(2)

a. Merencanakan program  dan kegiatan Bidang
Pemadam Kebakaran; o

b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang
Pemadam Kebakaran; i

¢. melaksanakan pcmblnaan: dan  pengawasan
pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Pemadam
Kebakaran; ? i

d. mengoordlnasﬂcan mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan program dan keglatan Bidang Pemadam
Kebakaran;

e. melaksanakan koordinasi ‘dengan instansi terkait
dalam rangka Pengendahan dan Pencegahan
Kebakaran;; {- ﬁ_

f. melaksanakan pcmbmaan tdan fasilitasi dalam
rangka kegiatan Pemadam Ig(eba.karan

g. melaksanakan koordmasl%“dengan instansi terkait
dalam pencegahan kebakaran

h. melaksanakan kegiatan i operasmnal pemadam
kebakaran dan penyedlaan,; pemeliharaan sarana dan
prasarana alat pemadam kebakaran,

i. memberikan saran dan perg:lmbangan teknis kepada
atasan; ix

j. melaksanakan pembinaan; dlSlplln dan pembagian
tugas Aparatur Sipil- Ne§ara di lingkup Bidang
Pemadam Kebakaran; e

k. memberi petunjuk, men11a1 dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan,; ;! ;

1. menyampaikan laporan pelakéanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan,; dan i

s. melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. 1/}

Pasal 23 ;

Seksi Pembinaan dan aPenccgahan Kebakaran
sebagaimana dimaksud padagpasal 3 huruf f angka 1
dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, memberl petunjuk, membagi
tugas, Hiengoordinasikati, melaksanakan, metigehidalikan
dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pembinaan
dan pencegahan kebakaran. 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Pembmaan dan Pencegahan
Kebakaran mempunyai fungsi sebagau berikut:

a. Perencanaan kegiatan Jseks1 Pembinaan dan
Pencegahan Kebakaran;

b. pelaksanaan kegiatan iSeksi Pembinaan dan
Pencegahan Kebakaran; fi

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi
Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

27-
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(3)

(1)

d. pengoordinasian, pengendahan pengawasan
kegiatan  Seksi Pemblnaan dan Pencegahan
Kebakaran; L

e. pelaksanaan evaluasi dam pelaporan kegiatan
Pembinaan dan Pencegahan} Kebakaran dan

f. pelaksanaan fungsi lain yapg diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dani’ ayat (2), Kepala Seksi
Pembinaan dan Pencegahan! Kebakaran mempunyai
uraian tugas sebagai berikut : ‘

a. Merencanakan Kkegiatan }Seksi Pembinaan dan
Pencegahan Kebakaran; ¢ ¥

b. melaksanakan kegiatan if;Séksi Pembinaan dan
Pencegahan Kebakaran; '

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sekm Pembinaan dan
Pencegahan Kebakaran; i

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta
analisis data sumber bahayakdan ancaman bencana

- Y

kebakaran; %*
e. menyiapkan pos komando ,penanggulangan bencana
kebakaran, 9 !

f. melaksanakan Mitigasi bencana kebakaran;

g. melaksanakan Inventansa51 titik-titik  rawan
kebakaran termasuk gedung/ bangunan, daerah/
kawasan/lahan; %

h. melaksanakan koordmam dan sosialisasi kepada
masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya
kebakaran;

i. melaksanakan gladi tanggap darurat bahaya
kebakaran dan memfa5111ta31 rehabilitasi dan
relokasi akibat bencana kebakaran

j. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan; =

k. melaksanakan pembmaan dls1p11n dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Pembinaan dan Pencegahm?l ‘Kebakaran;

1. memberi petunjuk, men1131 dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; - 3 ;

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atas%n, dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. §
Pasal 24 1

3

P
Seksi Operasional Pemadam* Kebakaran sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf f angka 2 d1p11np1n oleh
kepala seksi mempunya.h tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, megmben petunjuk, membagi

¥
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(2)

(3)

tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan
dan  melaporkan penyelenggaraan tugas  seksi
Operasional Pemadam Kebakaran,

Untuk menyelenggarakan tugasnsebagalmana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksr Operasional Pemadam
Kebakaran mempunyai fungsi sebaga1 berikut:

a. Pérencanaan Kegiatan Sek51 , Operasional Pemadam
Kebakaran;

b. pelaksanaan kegiatan Sek81 Operas1ona1 Pemadam
Kebakaran,; '

c. pembinaan dan pembaglan tugas pada Seksi
Operasional Pemadam Kebakaran

d. pengoordinasian, pengenda.han, pengawasan
kegiatan Seksi Operasional Pemadam Kebakaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Operasional Pemadam Kebakaran, dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan§ ayat (2), Kepala Seksi
Operasional Pemadam Kebakaran mempunyal uraian
tugas sebagai berikut : !

a. Merencanakan kegiatan SckSI Operasional Pemadam
Kebakaran,;

b. melaksanalan kegiatan Seks1 Operasional Pemadam
Kebakaran; n;

c. mengoordinasikan, mengendahkan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Sek31 :Operasional Pemadam
Kebakaran; {

d. memfasilitasi dan memba.ntu fugas operasional

pemadam kebakaran; i

e. melaksanakan Pendendaha{n, Penanggulangan dan
Pemadaman bahaya kebakaraln,

f. melaksanakan pelayanan informasi melalui brosur-
brosur, alat peraga tentang =bahaya kebakaran;

g. melaksanakan koor dlnasﬁ operas1onal pemadam
kebakaran yang dlsesua.lkani dengan wilayah tugas
masing-masing; S

h. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan; ,

i. melaksanakan pemblnaan“dlslphn dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Seksi
Operasional Pemadam Kebakaran,

j. memberi petunjuk, menﬂamdan mengevaluasi hasil
kerja bawahan,; ;!

k. menyampaikan Ilaporan pela.ksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasain,, dan

1. melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang
§

LI
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diberikan oleh atasan.
Pasal 25,

Seksi Sarana dan Prasarana, -sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 huruf { angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi
mempunyai tugas memimpin, merencanakan mengatur,
memberi petunjuk, membagi tugas mengoordinasikan,
melaksanakan, mengendalikarn  dan melaporkan
penyelenggaraan tugas seksi sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan fugafs sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seks1i, ‘Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi sebagai benkut

a. Perencanaan kegiatan Sek31 Sarana dan Prasarana,
b. pelaksanaan kegiatan Seksp Sarana dan Prasarana;

c. pembinaan dan pembag1an§ tugas pada Seksi Sarana
dan Prasarana, :

d. pengoordinasian, pengendalian,
kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana,

e. pelaksanaan evaluasi dan elaporan kegiatan Seksi
Sarana dan Prasarana; dani} F

f. pelaksanaan fungsi lain yagg diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fu'ri"g'sinya

pengawasan

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana mempunym uraian tugas sebagai
berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sel;‘:lsz Sarana dan Prasarana;
b. melaksanakan kegiatan Sek;si Sarana dan Prasarana;

c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan Seksi;Sarana dan Prasarana;
ak

d. melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana alat
pemadam kebakaran; '

e. melaksanakan pemeliha.;qm peralatan dan
optimalisasi penggunaan pggalatan kebakaran;

f. melaksanakan inventarisasi,sarana dan prasarana
pemadam kebakaran,; :

g. melaksanakan kérjasama, dengan instansi terkait
dalam rangka optlmahsam, pcnycdlaan sarana dan
prasarana pemadam kebaka.ran

h. memberikan saran dan pertlmbangan teknis kepada
atasan; e

i. melaksanakan pembmaan dlSlpllI’l dan pembagian
tugas Aparatur Sipil Negara ‘d1 lingkup Seksi Sarana
dan Prasarana; f i

j. memberi petunjuk, memlal 'dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan; !
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k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/
atau kegiatan kepada atasan;‘dan

l. melaksanakan tugas kejdipasan lainnya yang
diberikan oleh atasan. '}

- i
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Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Baglan,;dan kelompok jabatan
fungsional pada Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran
wajib menerapkan prinsip koordma81, integrasi, sinkronisasi
dan simplipikasi dalam rangka optnnahsam pelaksanaan
tugas.

Pasal 27

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan kelompok jabatan fungsmnal pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara berjenjang
wajib memberikan pembinaan dan mengawas1 bawahannya
masing-masing. :

Pasal 28:;

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan kelompok jabatan fungsmnal pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Keb‘akaran secara’ berjenjang
bertanggung  jawab memimpin, mengoordinasikan,
membimbing, mengarahkan sérta memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahafnnva

Pasal 29

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan kelompok jabatan fungsmnal pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara berjenjang
wajib mengikuti arahan, b1mb1ngan dan petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasanfmasmg-masmg

Pasal 3Q ;

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan kelompok jabatan fungsmnal pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Keba_karan secara berjenjang
wajib menyiapkan dan menyampalka.n laporan berkala tepat
waktu. Lt

Pasal 31;

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang oleh Kepala

Satuan, Sekretaris, Kepala Bldang,sKepala Sub Bagian dan
H f
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kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dari bawahannya wayjib
ditelaah, diolah dan dipergunakan sebagai bahan
perumusan kebijakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Utara ( Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

* ' / Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 7 November 2016

o b S BUPATI LUWU UTARA,[/

| KABAG Hukum | F -

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

(VIIN

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 55
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NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA
TATA KERJA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN LUWU UTARA

_ KEPALA DINAS ﬁ

JABATAN FUNSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

=]

SUB/BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN _ 4_

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PELAPORAN

Tt o=

h BIDANG PENEGAKAN
| PERATURAN DAERAH

SEKSI HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA

SEKSI PENGAWASAN

BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN

b e

'SEKSI OPERASI DAN
PENGENDALIAN

SEKSI KETERTIBAN UMUM

N

MASYARAKAT

BIDANG SATUAN PERLINDUNGAN

=

SEKSI DATA, INFORMASI DAN
KEWASPADAAN DINI

DAN MOBILISASI

SEKSI BINA POTENS|
PERLINDUNGAN MASYARKAT

SEKSI PELATIHA N, PENYULUHAN V

Az_ub_.._ PUTRI INDRIANI

BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN

SEKSI PEMBINAAN DAN
PENCEGAHAN KEBAKARAN

SEKSI OPERASIONAL
PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI SARANA DAN
PRASARANA

BUPATI LUWU UTARA, \




